
GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR I ,ZTAHUN 2016

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI RIAU TAHUN 2016

DENGAN RAHMATTIJHAN YANG MAHA ESA

lVenSingat

GUBERNUR RIAU.

bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan l4enteri Dalam Negeri
Replbjk indonesia Nomor t2 Tahln 2016 tentang Penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Befmotor Tahun 2016, dinyatakan Pengenaan PKB dan
BBN-KB untuk kendahan bemotor angkutan Umum Orang dan
BaGng diatur l€bih lanjut dalam Peraturan Gubernur dengan
b€rpedoman pada Peraturan Perundan9-!ndangani

b. bahw. berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentlan Sementac Gubernur
Riau lvlasa Jabatan Tahun 2015-2019, meneiapkan waki Gubernur
Riau untLk melaksanakan Tugas dan Kewenangan Glbernur Riau

f4asa labaian Tahu. 2014-2019 ;

2.

bahwa berdasarkan pedlmbangan sebagairnana dimakud dalam
huruf a dan b, perlu nenetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kend.raan Bermotor ProvinsiRiau Tahun 2016.

1, Undang-Undang Nomor 6t Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darufat Nomor 19 T.hun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swaiantra Ingkat I S'rmatera BaEt, iambi
dai Ria! (Lenrbaran NegaG Republik lidon€sia Tahui 1958
Nonror 112, Tambalran Lembaran Negara Republik Indonesid
Nonror 1646) |

undang-undang Nonror 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indon€sia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan LembaGn NegaG Republlk Indonesla
Nofiror 5049) :

3. Undang Undang Norior 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
Da€rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repub ik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah dlubah b€b€rapa kali t€rakhir
deigan Undang-Und.ng Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahln 2014 tentdng
Pemerint han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan L€mbaran Negara Republk
lndonesia Nomor 5679) :



l4enetapkan

4. Peraturan Nlenteri Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Per.bentukan Produk Hukum Daerah ;

5. Peraturan flent€ri Oalam Negei Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaai Pajak Kendaraan B€rmotor d.n
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Talrun 2016 i

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 t€ntang Pajak Daerah
(Lemba6r Daerah Provinsi Riau lahun 201r Nomor 8)
sebagamana t€lah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2015 lentang Perubahan Atas Peraturan Daer.h Nomor 8
Tahun 2011 tentang Pajak D.erah;

7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentanq Petunjuk
Pelaksanaan Pajak Kenddrdan B€rmotor dan Bea Balik Nama
Kenda€an Eermotor (Berita Da€rEh Provinsi Riau Tahun 2012
Nomor s),

MEMUTUSKAN I

PEMTUMN GUBERNUR TENTANG PENGHTTUNGAN DASAR
PENGENMN PNAK KENDAR,IdN 8ER]VIOTOR DAN 8EA BALIK
NAIVIA KENDARAAN BERI4OTOR PROVINSI RIAU TAHUN 2016

BAB I
(ETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Grbernur iniyang dimaKld dengan:

1, Daerah adalah Prcvinsi Ria!,

5,

2, Kendaraan Bermotor ad.lah semua kendaraan bercda beserta gandengannya yang
digunak n di semua jenlsjalan daEt, dan digerakkan oeh peratatan teknik berupa
motor atau peralatan lajnnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumbef daya
energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang be&ngkutan,
t€rmasuk alat'aat berat dan alatsalat besar yang dalam operasi menggunakan rcda
dan moior dan tidak me ekat secara permanen sena k€ndaraan bemotor yang

L Kendaraan Bermoior Angkut.n Umum adalah setiap Kendaraan yang fitemi tki izin
Angkutan Umum Barang dan/atau Orang denqai dipungur bayaran.

4. Pajak KendaBan Serr,rotor, yang selanjutnya dtsingkat pKB, adatah paj.k atas
kepemilikan dan/at.u penguasaan kendaraan bermotor.

Bea B.lik Nama Kendaraan Bermotor/ yEng selanjutnya disingkat BBN KB, adatah
pajak atas penyerahan hak nrilik k€ndaraan bermotor sebagal akibat perjanjian
dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan y.ng teiadi karena juat beti,
tlkar menukar, hibah, warisan, atau pemaerkan ke datam badan usaha.

6. Kendaraan bemotor ubah bentuk adalah kendar.an bemotor yang
perubahan teknis dan/aLau serta pengqunaannya.

7. Alat-Alat Berdt dan AlaFAtat Besar yang bercer.k adalah atat atat
alai-alat besar yang dalam operasinya mengglnak n roda dan
tidak rnelekat secara perrnanen.
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8. Nilai lu-l Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya distngkat NJKB, adatah
Harga Pasaran Umurn atas suatu kendafaan bermotor.

9. Nilai iuai Kendardan Bermotor ubah Benruk yang se anjotnya disingkat NTKBUB/
adalah Harga Pasaran Umurn atas suatu Kendaraan Eermotor yang mengalami
perubahan teknls dan/atau serta penggunaannya.

10, Harua Pasaran Umum, yang seanlutnya disingkat HPU, adatah harga rata-rata
yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

11. Tahun Pembu.tan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan
berdasarkan r€gistrasl dan identifikasj oleh pihdk be enang.

12. U.r'rt ftngkalbady adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari
tahun pembuatan rangka/rodt

13. Umur motor adalah umrr motor kendaraan bermotor di air yang dilritung dari

Pasal 2

Jenis Kendaraan Bermotor dlkeompokkan :

a, Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan diAir, Alat-Alat Be6t dan Alat-Atat

b. Kendaraan Bermotor yang dioperasil,in di Air dan ,

c. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Be.atdan Alat-A at Besar.

BAB II
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN

DASAR PENGENMN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu
l€nis Kendaraan Bermotor

Ba9ian Kedua
Kendaraan Bermotorselain yang dioperasikan diAir, Alat-Alat Berat

dan Alat-Alat Besar

Pasal3

Kendaraan Eermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurula, tefd rt atas I

a. Mobil penurnpang yang terdii darisedan, jeep rninibus;

b, l4obilbusyang terdiridari microbus dan bls j

c. Mobilbarang yang terdiri dar mobilbarang, plck up/ light huckdan truck;

d, AlaFAlat Berat dan Alat Alat Besar ;

e. Sepeda moto. roda dua dan roda tiga,
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Pasal4

(1) lenis Kendaraan Bermotor sebagaimana diriaksud dalarn Pasal 3 ditetapkan
penghitungan dasar pengenaan PKB.

(2) Penghiiungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pdda ayat (l)
berdasa*an perkalian darl 2 (dua) unsur pokok :

a, NIKB j dan

b. Bobot yang mencenninkan secara r€ atil ilngkat kenrsakan jalan dan/aiau
pencemann llngkungan aKbat penggunaan kendaraan bemotor.

(3) Dasir pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pdda

kolom 8 Lampjran I yang merupakan bagian tidak tefpisahkan darl Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 5

(1) NIKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan
berdasa.kai HPU atas k€ndaraan bermotor.

(2) NIKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlt€iapkan dengan ketentuan I

a. Dalam haL diperoleh harya kosang (off the rcad), NIKB dlt€tapkan sebelum
dikenakan Pajak Pertambahan Nilal ;

b. Dalam hal diperoleh larya lsi (on the rcad), NJKB dit€tapkan sebelum
dikenakan P.jak Pertambahan Nilai, PKB dan 8BN-KB.

(3) NJKBsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

(4) NJKB sebagaimana dimakud pada ayat (3) sebagaimana tercanium pada koLom 6
LampjEn I yang merupakan baglan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini,

Pasal 6

(t) NJKB lbah bentuk sebagdi dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditetapkan
beidasarkan hasil penjumlahan NIKB dengan niaijuallbah bentuk.

(2) NIKB dan nilai jual ubah benhrk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran i d.n Lampirdn n yang merupakan bagian tidak iepisahkan da
Peraturan Gubernur lni.

(1) Bobot s€bagaimana dim.ksud dalam Pasal 4 ayat (2) hurui b dinyatakan daLam

koefisien yang nilainya 1 Gatu) sampaidenqan 1,3 (satu koma tiga).

(2) Koefisien sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), rneliputi :

a. sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama
dengan r (satu) ;

b, sedan nilal koefisien sama dengan 1,025 (satu koma noldua puluh lima) ;
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Pasal4

(1) Jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dim.ksud dalam Pas.l 3 ditetapkan
penghitungan dasar pengenaan PKB.

(2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
be'das€*€n perkalian dari2 (dua) unsur pokok I

a. i\uKB ; dan

b. B0b0i yang rnencenninkan secan reaUr Ungkat kerusakan jalan d-n/dtau
pencemaran Iingkungan akibat penggunaan kendaaan bemotor.

(3) Dasar peng€naan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercanlum pada
kolom 8 Lampjran I yang merupakan bagian tidak teeisahl,€n dari Perdturan

Pasal5

(1) NIKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan
berdasarkan HPU atas kendaraan berrnoto..

(2) NJKB sebagaimana dimakud pada ayai(1) ditetapkan dengan ketentu.n:

a. Dalam hal diperoleh hana kosang (off me nad), NIKB ditetapkan seb€um
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ;

b. Dalam hal dipercleh harga isi 1r, the rcad) NJKB diietapkan seb€tum
dikenakan Pajak Pedambahan Nilat, PKB dan BBN-KB.

(3) N.IKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) drjadikan dasar pengenaan BBN-KB-

(4) NIKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada kotorn 6
Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisEhkan darlPe€tu.an Gubernur ini.

pasat 6

(1) NIKB ubah bentuk s€bagai dasar peng€naan PKB dan BBN-KB ditetapkan
bedasa&an hasil penjumlahan NIKB dengan nilaijualubah bentuk.

. ro6/ne€r/typr = MmGrsHr szT xs (5x4) r\1/lr
Tshur tunbuatan. NihiruaLxdda6an B€md. (Nrc) = &.473.000.000,-
ub3h 3€nbkT6ctor llsd Tahun 2016 = R!_ 30.m0.000,-

= Niaitual Kenda€an &molor + ubah

-qp'473'000'0m,''qp30'00.'000,.
&. 553.000.000,

(2) NIKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercanhjm
dalar. Lampiran i dan Lampiran Ii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1) Eobot sebagaimana dimaksud d.tam Pasal 4 ayat (2) hurur b dinyaiakan dalam
koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tjga).

(2) Koefisien sebagaimana dimakud pada ayat (1), rnetiputi i

a, S€peda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koeRsien sama
dengan 1 (satu) ;

b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma not dua putuh iima) j



c. leep nilai koefisien sarna dengan 1,050 (saiu koma nol lima puluh) ;

d. Mjnibus nilai koefrsi€n sarna dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh) ;

e. Blind van nilal koefisien s.ma dengan 1,050 (satu koma nol lima puhrh) ,

f. Plck up nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh inra) ,

g. Microbus nilai koefrsien sama dengan 1,075 GatL koma no tujuh puluh lima) ;

h. Bus nllai koensien sama dengan 1/1 (satu koma satu)

i. Light truck nilai koefsien sanra dengan 1,3 (satu koma tiqa) , d-n

j- Truck nilai ko€fislen sama dengan 1,3 Gatu koria tiga).

(3) Koefisien seb.gaimana dlmaksud pada ayat (2) merupakan nilai batas toleransi
atas kerusakan jaan danlatau pencemaran lingkungan dalam penggun.an
kendaraan bermotof,

(4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 7 Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasala

(1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan rmum orang ditetapkan
sebesar 300/0 (tiga pufuh persen) dai dasar pengenaan PKB sebagaimana
tercantum pada kolorn 8 Lampiran l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraiuran Gubernur ini.

- ren6 / r,roek/ typ€ - MIrs$lsNI cot Die FE71Bc(4x2)r,/r

- Niairua KefdaGan 8€motor (MK8) = Rp.14e.000.000,
- r'075

= Rp. 149.000.000,. x 1/075

= Da$r Peiqenaan PK8 X Taif

= Ro 2.402.6251.

(2) Pengenaan BBN'KB untuk kenda€an bemotor angkutan urnum orang ditetapkan
seb€sar 300/0 (tiga pLrl]h pe6en) dari dasar pengenaan BBN KB sebagaimana
tercantLrrn pada kolorn 6 Lampiran l y.ng merupakan baglan tidak terpisahkan dad
Peraturan Gubernur ini,

Ni,iiu. (endaman B€motoi (NXB)

= MmusrsHr c.t De*rFE7l3c(4r?) Nr

- Ke.d. Bernotor Bukan umum = oas Peiqeoaan 8BN KSxTarf

v ry-{



: ffifr*'rPx'ff""*'
- xend.3€rmotorsukanumumwaisan 

= ffi:L!".J3;.H"d.x?,u,-,'
= Rp. 149 000,

- 
:ffii!"r;$'#x'i#ili'"i"***

!!!:{E-lL - 
:ff:11;",Lfliil',"i",f1"#"*^**"

: ff :i.fi.%"1"Jil.X'i,f I l3t:' "^*"
(3) Pengenaai PKB untuk k€ndaraan bermotor angkutan lmum barang diteiapkan

sebesar 50% 0ima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebdg.imana
tercantum pada koom 8 Larnpiran I yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur inl,

- renE/ r1ererv Type = ToYoTA DYNA 110 Fl- Tahun Pembuataf = ?016
Nrb ruar Kddacm &motor (NxB)

= 1,3

: i*,]:T*ffi{ffl**"'""'
!{91

: $i*,Ti,1:TfiTt.#"
. xend se'm"'rumumanei'i unun Banne 

I F;i:Tll*:r Tr;l"s;r"**"

: ff , ii!111!*;ii;""**';,,
(4) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan befmotor angkut.n umunr barang ditetapkan

sebesar 50% (llma puuh pe6en) darl das.r pengenaan BBN-KB sebagairnana
tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian iidak terpisahkan dai
Peraturan Gubernur ini.

. reiis / MererJ Type

. Niairua Kendaraan B€mobr {Nrrc) = Rp.1e4.000.000,
DaerPengenaan BBN.KB = Rp.19a.0m.000,.

: ifrBisf:,s'e', 
1,* "'"'

kndBermo'!orBukanumum=ff:;""ffi:t'd'-"i1""-
= Rp. 1.9{0.000,.
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' xendBem"'ranskLumumsarans 
:lri{f,}:1"4'-'i;frr#-"**^

xendsern"'rAneilumum'ahng 
=iii!i:i'fe:*:'u:;n"'***
= Rp. 194.000.000,. x0,rotx 50%
=Rp'97.000,-

(s) Pengenaan PKB untuk kendaG.n bemorof mitik P€merintahnNvpolRr
ditebapkan seb€sar 0,750lo (nol komd tujuh putuh tima persen) dan Ambutance
ditetapkan sebesar 0,500/0 (nol koma lima puluh pe6en) dari dasar pengenaan
PKB sebagajmana t€rcanium pada kolom 8 Lampiran I dan me.upakan bdgian
ya19 ddal terprsahkar da oe a-Lrar Croe.lu L

' rens/Mercr./rype = roYorA KjlaNc rNNovA c ( rcN4oR{ftoKD)

- Nirai ruar KendaEan 8€motor (NjKE = Rp. 223.000.0{0,,

DaerPeneenaanPKB 
:ljj:'1"'.-!'+1fi::"."*'

' ren s / Merek/ rype = MrrslBrsHlcortoe*tFETtBc{4:2)M/T

. Nirai.ruarKend&an 8€rmobr (Nr(B) = Rp !e4.000.000,-
_ ,a75
= N a ruatKendadan &motor x Bobot

= oa* Penqeiaad Prc x Tar I

(6) Pengenaan BBN KB untuk kendaraan bemotor mttik pemertntah/TNl/poLRt dan
Ambulance diteiapkan sebesar 10% (seplluh persen) dari dasar pengenaan BBN
KB sebagaimana t€rcantum pada kolom 6 Larnpiran I dan merupakan bagtan yang
iid€k terpisahkan d.i Perdturan Gubernurtni.

. IEN6 / I1ftEK/ TYPE = TOYOTA KJANC TNNOVA G ( TCN4OR,GKMDrc)

- N ra ruar Kendaraaf Bemoior (NIKB) = Rp. 223.000.000,
.DaglPengenaanBBNKB

- tu.223.000 000, x 10%

= RP 22 300'000'_

rnb / Merck/ rype = nrrs$rsNrcotDi* FETrBc (4x4 sr.
- Niairua xeidaraan semotor (NIKB) = Rp. r4e.m0.000i.- oasr Pengenaan 3BN-RB = Das. Pensenaan B8N.xs i Ta'if

_- Rp. 149.000.000, x t0%
= Rp, 14.900.000,
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Eagian Ketiga
Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan diAir

Pasal 9

(t) Penghjhingan dasar pengenaan PKB dan BBN KB untlk kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 huruf b ditetapkan
berdasarkan p€njunriahan nllai jual rangka/body dan nllai jlal motor penggerak
kendaraan bermotor dl air-

(2) Nilaj jual untuk k€ndaraan bermoior yang diopeasikan di air s€bagaimana
dlmaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasErkan HPU.tas suatu k€ndaraan
bermoior yang dioperaslkan diair.

(3) Nilai jual rangka/body kendaGan bermoior yang diopefaslkan di an sebagaim.n.
dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurui j€nis, isl kotor (6r/grcss tonnage)
antara GT5 sampaidengan GT7, fungsi, dan umLrr rangk/body.

(4) Nilai jual motor penggerak kendaman bermotor yang dioperasikan di .ir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibed.k n menurrt daya kuda/horse power

bermoiof yang dioperaslkan di air sebagaimdna
dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi

b. SeGt, fiber, kar€t, dan s€jenlsnya i dai

c. Besi, baja, ferrocerneni, dan sejenisnya.

(1) Nilaijua Gnqka/body
dimaksud daLam Pasal
rangka/body, yaitu I

(2) Pengguna.n k€ndaGan
berdasarkan funqsi :

bermotor yang dioperasikan

9 ayat (3)

a. angKuran penumpang

d. Pesiar, olahraga atau

Pasal 11

(1) Nilal jual untuk kendaraan bermotor yang diop€rasikan di air sebagaimana
dimaksud daLam Pasal 10 ayat (1) dijadlkan dasar peigenaai PKB dan 8BN,KB
un ul kenda?dn bermotoryang ciop.raskar d dir.

(2) Dasar Pengenaan PKB dan BBN KB Lntuk Kendaraan Bermobor yang diopeEsikan
di Air sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampi.an IiI dan
merupakan bagian yanq udakterpl$hkan darlPeratulan Gubemur ini.

\*l



= pemnqrrp ik.n' Gikoto.Ff (tm) - sto,
Nirai j$r u ngr€/body dan umr ciska = Rp. 2.900.000,- lmu .angr. I bhun
Daya klda (Po

- Daq pengenaan PKB yans d op€6sk nd Ajr = Rp 2.9OO.OO0' +Rp.1.360.000
-qp4'760000'

=Rp64000,'

. Kontdrsi*Et,fiber,kareldan9en5nya = Anskuranoenumpang
' Is kotormGon) = sbr,- Nr Jua 6 +tbod/dal r-. kne.,

DAF fudA (PT)
- Niraijuar mdq pmsseck dan umm mod

= R0.s.e00.000,_ + Rp.1.360.m0,.

9!!!_!19! = Rp.7.260.000,.x 5% - Rp.363.000r

' sEN-r(s [ (wariran) = Rp,7.260.000, tO,1% = Rp. 7.OOO,.

Bagian keempat
Kendaraan Bermotor Atat-Atat Beratdan Alat-Atat Eesar

Pasal 12

(1) Penghitungan dasar peng€naan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan B€rmotor atat,
aat berat dan alat alat besar sebagaimana dimaksud datam pasat 2 huruf c
ditetapkan berdasarkan NJKB alat-a at berat dan alat-aat besar.

(2) NIKB alatsalat berat dan alatsaat besar sebagairjrana dimaksud pada ayat (1)
diteLapkan berdasa*an HPU atas suatu kenda€an bermotor atat,atat berat dan

pasat 13

(1) NIKB alatsalat berat dan alat-aat besar sebaqaimana dimaksud datarn pasat t2
ayat (2) djadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

(2) Dasar pengenaan PKB untuk kendafaan Aat-Aat aerat dan AtatsAtar Eesar
ditetapkan sebesar0,20% (no koma dua puluh pe6€n) daridasar pengenaan pKB.

' ren s / Mererir Type = KoMATsrl PW60 E(clvAroR
= 2016

Nihi rlar Kendanan &moror (NXB)
= N :irua Kendeaai Benobr (NJ$)

=Rp,1'2?4.347'000,x0,20%

(3) Dasar pengenaan BBN-KB khusus PenyeEhan I (Pertama) untuk . Atat-Atat Berat
dan Alat-Alat Eesar diteLapkan s€besar 0/750lo (nol konra tujuh puuh tima pe6en)
dari dasar pengenaan BBN-K8.

. NiaiJua (endaraan sermotor (NlKs)

- Nilai Jual Kendaraan 3emotor ( lKB)

q 4-f



(4) Das.r pengenaan BBN"KB khusus penyerahan li (kedua) dan seterusnya untuk
kendaraan Alat'ALat Berat dan AtatAtat Besar ditetapkan sebe$r 0,075v0 (nol
konra nol tujuh puluh lima persen) dan untuk warisan ditetapkai sebes 0,0075%
(nolkoma nolnoltujuh puuh lima pe.sen) dai dasar peng€naan BBN KB.

- Nirairuar Kenda€an 8€mod (N]RE

= Rp. 1.224.347.000,.. x 0,075 %

-Rp'|224'347.000,x0,00750/o

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulal bedaku/ Peratuan Gubernur Rjau Nomor 62
Tahun 2015 t€ntang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaaan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provlnsi Riau Tahun 2015, dicablt dan dinyatakan

Pasal 15

Pemturan Glbernlr ini mul.i berlaku pada tanggaldtundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuan Gubernur
inldengan penempatannya dalam Beita Daerah PrcvinsiRiau,

ry

PIt. SEKRETARIS

2016

k DAEMH PROVINSI RIAU

BERTTA DAEMH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR: 2e

U,BERNUR RIAU,

YAD]ULIANDI RACHMAN



1!19

4'r-l

,]

No$oR : 22 raruN?oi6
rANc6aL: 2C i:ei, 1016

JENIS:T OBILPENUIMPANG - SEDAN

3r999!9q

!!!94q

:!i!4q

M!!q



JENIS: SEPEDA IiloToR SEPEDA MOTOR RODA TIGA

S. 5EPEOA MOTOR RODA TIGA

o1{18{N15occ/.!Yoxo

"iI
*;l

-*l

YADJULIANDI FACHIV1AN



F:!:
!

I

:

;

:gE:EE:EEEEE €EC!g:EEES;:

E:;ccEggEE3E EgEF53EEcEEg

F3

E!
l

ii!qi:!:;i.
EEE:EEEgEEEE g:aE;Ec:gEEg E3EgEE:Eg:Ec

qii?3;.::r
iFEEiEE!qE Fc"9!qEEgg""EE cEc€B€FEEscE
:sgE"BEs-3Eg €g:EgggEgg:E CEC€"sEgE:gg:

5!E' ,, . , E' ,Eg :EE

633;::.c6;:;
egEc€c:gE3gc cBEEs-EE3CC€" ' , 

'ssEEEESSe€CC Bs':33 ggEE"8Ei
;i
<_.

SBeEgSCg€"3:E
EE"BEgC:B€"ER

iiE

"-3:;633333:;E"sEC"sgc-:EE€3 :sscES"eEEscE
:8"85E:E g€s'3E gB gEg€Ec'gE:C

=E

g g gC"€BC g gE" !BC:Esc'gCBE€
Ec-EBE gBCC:: g CBCeEA9:EEs:

ge€gB5:e3Ecc

EEE:EgCE€C :ggEgESC€gF5
S:gC:ECE:3 E:gESCECEEE:"gF€9iBgEg:CE E

334;:: Ca q'; r; .i S i ! ! s B;" !;:
ts3:ECEgEg:€e €g6EEgc€Egcs
"s"e€9e€38 

gc€" g gssEcc:Ec"ec

;38;:rSSsiAB S.;
ECE€EEEEEC:B 3:
Beg€ggEEEs-ii RF

!5;

^.Ne

AB

eEEss€g€3Ese Ec3€c33€sE:E
3 g€9F€e:C:E"s e g3E g g g:cc"eE

t

=



tlsetz!.o.ol
,4!{0 ]

I ** nnmol
4 ! I 3{drc0

i t&6s r{0tu1

?G ro I zxmn

I s5 43 0{!ooi

lt!i5!!15@{oi
L ]:!!q ] ag!9q!!ql

q4<




